NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

TENTANG
KERJA SAMA PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DI PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 100.3.7.117INK-RK-AJPEM.OTDA/2024
NOMOR : B-01/0.3/65/01/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua

Puluh Empat (19-01-24), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAHBIRIN NOOR . Selaku Gubernur Kalimantan Selatan, bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang
berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 14
Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

2. MUKRI : Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan
atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

d yang berkedudukan di jalan D.l. Panjaitan  No.
26 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.
/

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa sesuai Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, PIHAK KEDUA merupakan Lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan Undang - Undang yang salah satu kewenangannya adalah
menjalankan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada daerah
hukumnya serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang — Undang.

(8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3. Bahwa dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata
usaha negara di lingkungan PIHAK KESATU, PIHAK KESATU bermaksud
untuk meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk menangani
permasalahan hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6755)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28)
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